WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR ﬂ TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM

Menimbang:

Mengingat :

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah.........



-~
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan . dan kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun
2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau
(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor
9%

10. Peraturan Daerah.....
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10. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 62 Tahun 2014
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun
2014 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

D

Daerah adalah Kota Lubuklinggau

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
Walikota adalah Walikota Lubuklinggau

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lubuklinggau

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau.

Evaluator adalah pejabat Inspektorat Kota Lubuklinggau yang diberi
perintah untuk melaksanakan proses penilaian.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP
adalah laporan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SAKIP adalah instrumen pertanggungjawaban yang pada
pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan
pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan
terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, serta misi organisasi.

9. Laporan Kinerja ............
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP
adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja
SKPD yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kegiatan
analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan
permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja
dan akuntabilitas SKPD oleh inspektorat.

Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan
Inspektorat yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan
evaluasi atas kinerja SKPD yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai
bahan perbaikan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan adalah Inspektorat Kota
Lubuklinggau.

Pasal 2

Petunjuk teknis evaluasi atas implementasi SAKIP di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

Contoh bentuk lembar kriteria evaluasi atas implementasi SAKIP di
Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam
lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Evaluasi atas implementasi SAKIP di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau digunakan untuk :
a. memberi panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan :
1. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup
evaluasi;
2. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang
digunakan dalam evaluasi;
3. penetapan langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses
evaluasi;
4. penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta
proses pengolahan datanya.
b. menjadi panduan bagi pejabat dan staf pelaksana dalam mengelola
pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau sebagai berikut :

a. memperoleh informasi .....



a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau;

b. menilai akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau;

c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan
penguatan akuntabilitas SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau;

d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Nomor
22 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

S Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.
Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 20 Mei 2016
WALIKOTA LUBUKLIN GGAU[

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2 Mer sci6

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. PARIGAN
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Hendri Hermani, SH., M.Hum
Pembina
NIP. 19711027 200312 1 002



